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PENDAJJULUAN 

Pertumbuhan peoduduk yang semakio tinggi dan penyebaran penduduk 

yang kurang seimbang, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang 

masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam literatur hukum 

perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan 

suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan di mana terjadi 

penindasan dan pedakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak­

pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada masa 

itu. 

Jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya 

kepada para pihak, maka tujuan hukum perburuban untuk menciptakan keadilan 

sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat 

selalu ingin menguasai pihak yang Jemah. Pengusaha sebagai pihak yang kuat 

secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi 

yang Jemah/rendah. Alas dasar itu, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta 

dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang­

undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban 

pengusaha maupun pekerja. Campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan 

melalui peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 
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Nomor 13 TahWl 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membawa perubahan 

mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda yakni sifat 

privat dan sifat publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan 

kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara pekcrja dengan 

pengusaha. Sedanglcan sifat publik dari bukum perburuhan dapat diliha1 dari 

adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang 

perburuhan/kctenagakerjaan dan dapat dilihal dari adanya ikut campur tangan 

pemerintah dalam menetapkan besamya standar upah (upah minimum). 

Hubungan kcrja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha 

yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal I angka 15 Undang­

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteoagakcrjaan disebutkan bahwa 

hubWlgan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan 

perjanjian kerja yang mempunyai uosur pekerjaan, upah dan perintah. 

Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja bukan saja 

meliputi perjanjian kerja yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan industri, 

tetapi juga meneakup segala hubungan yang di dalamnya terdapat dua pihak yaitu 

pengusaha dan pekerja. Demikian juga halnya dengan perjanjian kcrja yang 

terdapat di dalam lembaga pendidikan seperti Universitas Medan Area Medan. 

Pada lembaga pendidikan ini juga terdapat perjanjian kerja khususnya 

antara Yayasan Universitas Medan Area dengan staf pengajar yaitu dosen. 
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